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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum  mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan  beberapa pengertian yang terkandung pada skripsi ini, yaitu: “Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Ditinjau dari Fiqh Siyasah.” Adapun beberapa pengertian antara lain:
1) Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
 Sedangkan Pemilih dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 adalah Warga Negara Indonesia  yang telah genap berumur 17  (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
 Dengan demikian Kriteria Pemilih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian apakah seseorang sudah dapat  berpartispasi dalam pemilihan umum.
2) Pemilihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan memilih.
 Sedangkan Kepala Negara adalah   seorang pemimpin bagi negara yang berbentuk republik, monarki, federasi, persekutuan, dan bentuk-bentuk negara lainnya.
 Dengan demikian Pemilihan Kepala Negara adalah perbuatan memilih seorang pemimpin daripada sebuah negara seperti republik,  monarki,  federasi,  persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta mekanisme dan pelaksanaannya.

4) Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum  Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah suatu upaya penelitian secara mendalam tentang kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara berdasarakan UU No 7 Tahun 2017 dan ditinjau dari Fiqh Siyasah.
B. Alasan Memilih Judul
 
   Alasan memilih judul skripsi ini:
1. Alasan Objektif
Pemilih dalam pemilihan pemimpin dalam Islam memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin yang dapat mejalankan amanah rakyat, Islam telah mengatur kriteria pemilih yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits, sedangkan kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara di Indonesia diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, untuk itu perlu pengkajian lebih lanjut mengenai pandangan Islam terhadap kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara di Indonesia.
2. Alasan Subjektif 
a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari’ah. Jurusan Siyasah Syar’iyyah
b. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.
C. Latar Belakang
Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk memilih orang agar dapat mengisi jabatan tertentu di dalam suatu negara. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan hal yang harus ada dan harus dilakukan. Indonesia sebagai negara penganut demokrasi juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum.
 Pemilihan umum yang terjadi di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat dan anggota konstituante pada tahun 1955. Namun, pemilu pada tahun 2004 menunjukkan adanya perubahan. Perubahan pemilihan umum tersebut ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang-undang untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil presiden secara langsung.

Sejak pemilu 2004, rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam memilih kepala negara, rakyat juga dapat mengetahui secara langsung calon kepala negara. Pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara secara langsung yang diterapkan di Indonesia terjadi karena adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 6A ayat (1). Pasal tersebut berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” (perubahan ketiga). Sedangkan  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (2) sebelumnya berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak” secara rinci, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berkenaan dengan kriteria pemilih menurut undang-undang, dalam hal ini yaitu Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kepala negara adalah sebagai berikut :
Pasal 198 :

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. 

2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar  1(satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. 

3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 199:
Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
 
Namun perlu diketahui bahwa dalam pasal 198 diatas  hak pilih warga negara yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah masih rancu dan dipertanyakan apakah mereka dapat berpartisipasi sebagai pemilih atau tidak. Seharusnya peraturan tersebut lebih detail dalam menjelaskan sehingga tidak terjadi kebingungan bagi calon yang akan memilih pada pemilihan kepala negara.
Pada masa Nabi Muhammad shalallahu alayhi wa sallam, ketika di Madinah, Nabi sendiri menjadi pemimpin masyarakat yang baru dibentuk itu dan akhirnya menjadi suatu negara.
 Ketika Nabi wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat atau menunjuk siapa yang harus menggantikan beliau sebagai seorang pemimpin umat dan negara.

Sistem pengangkatan Abu Bakar menjadi seorang khalifah berbeda dengan sistem pengangkatan Umar Bin Khaththab, begitu pula khalifah lainnya. Abu bakar sebagai khalifah pertama dipilih secara aklamasi, sedangkan Umar Bin Khaththab sebagai khalifah kedua pengangkatannya dipilih oleh khalifah terdahulu, kemudian khalifah Utsman Bin Affan dipilih menjadi khalifah dengan cara dibentuk dewan formatur yang disusun oleh khalifah sebelumnya untuk memilih pengganti khalifah sebelumnya kelak, dan khalifah Ali Bin Abi Thalib diangkat karena kekosongan kekuasaan pada saat itu, karena khalifah Utsman Bin Affan meninggal disaat yang tak terduga.
Ketika masa khulafur ar-rasyidin selesai memerintah, sistem pemilihan khilafah atau kepala negara berganti menjadi turun temurun berdasarkan keturunan. Sistem ini dimulai dari masa pemerintahan Bani Umayyah sampai zaman kekhalifan dalam Islam benar-benar berakhir yakni pada masa pemerintahan Turki Utsmani tahun 1342H/1923 M.
Banyaknya konsep kepala negara di dalam Islam ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa kepemimpinan ini juga sangat penting bagi para rakyatnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan pemimpinnya. Selain itu dapat pula dilihat dari hadits yang berbunyi:
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
“Jika ada tiga orang melakukan perjalanan maka angkatlah salah seorang mereka sebagai pemimpin.” 

Berkenaan dengan kriteria pemilih dalam pemilihan pemimpin dalam Islam. Menurut Imam Al-mawardi, syarat-syarat pemilih yang paling pokok adalah: (1) memiliki integritas moral yang baik, dan (2) memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai calon pemimpin yang hendak dipilihnya. Dengan dua kualitas pemilih ini di harapkan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu memimpin dengan baik, mengayomi, melindungi, dan menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka, baik lahir maupun batin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu penelitian lebih lanjut mengenai kriteria pemilih dalam memilih kepala negara, maka penulis mengambil judul “Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut UUNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”.
D. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Bagaimana kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017?

2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Kegunaan Penelitian

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah
a. Kegunaan Teoritis
Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum tata negara maupun fiqh siyasah selebihnya dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian 
Metode penelitian digunakan agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat didalam metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian dan Sifat

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan di teliti.

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran-gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan tersebut.

2. Sumber Data Penelitian

Guna memperoleh sumber data yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka sumber data tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu sumber yang di peroleh dari data.
 Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, al-Quran serta hadits-hadits.

b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data diperoleh dari data primer.
 Yaitu buku-buku, makalah-makalah, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam metode hukum normatif.

Selanjutnya dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pembahasan ini, cara yang ditempuh dengan menggali data-data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan bahasan penulis dan informasi yang tersedia dalam perpustakaan.
b. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah, adapun metode pengolahan data yakni sebagai berikut:
1) Editing

Sebelum data diolah, data tersebut perlu di edit dan diperiksa terlebih dahulu. Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan dalam buku catatan yang perlu di baca dan di perbaiki sekali lagi, jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah satunya meragukan.
2)  Penyusunan Sistematis data

Penyusunan sistematis data yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
3) Analisis Data

Metode analaisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, penelitian akan mendeskriptifkan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permaslaahan yang diangkat. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sitematis.
 Kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dan kesimpulan yang diambil  dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus analisis data kualitatif dilakukan dengan  cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.
4) Penyajian data

Menyajikan data penyajian data primer dapat dilakukan dalam bentuk menjelaskan dan memaparkan masalah yang akan diteliti. Sedangkan penyajian data sekunder  dapat dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif.

BAB II

KRITERIA PEMILIH DALAM MEMILIH PEMIMPIN MENURUT FIQH SIYASAH
A. Pengertian Pemilih dan Pemilihan Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah

1. Pengertian Pemilih Menurut Fiqh Siyasah
Pemilih dalam fiqh siyasah dapat diartikan sebagai rakyat. Rakyat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk suatu negara.
 Rakyat terfitrah sebagai mahluk sosial, hidup mereka saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Allah Subhanu wa ta’aala menciptakan mereka dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lalu menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal sebagaimana dalam firman Allaah 
((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((   

 “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Rakyat dalam menjalani kehidupannya membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengurusi berbagai masalah yang mereka hadapi. Dalam Islam, hubungan antara rakyat dengan pemimpin adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, rakyat wajib memilih seseorang yang mampu dan layak menjadi pemimpin.

2. Pengertian Pemilihan Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah
Pemilihan pemimpin dalam Islam dapat diartikan dengan bai’at. Jadi bai’at adalah  pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak dan kewajiban timbal balik antara rakyat dan penguasa.
 Menurut Ibnu Khaldun di dalam kitabnya menyatakan, “Bai’at adalah janji untuk taat. Seolah orang yang berbaiat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kabijakan terkait urusan dirinya dan kaum muslimin. Tanpa sedikitpun berkeinginan menentangnya. Serta taat pada perintah pemimpin yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak.”

Istilah bai’at telah dikenal sejak masa silam, bahkan sebelum Islam. Masyarakat memberi bai’atnya kepada masing-masing kepala kabilah-kabilah mereka. Mentaati setiap perintah dan  larangan pemimpin kabilah mereka. Adapun  setelah Islam datang, ketika Nabi Muhammad Shalallaahu ‘alayhi wa sallam di utus, setiap orang yang masuk Islam, membaiat beliau. Mereka berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada semua aturan beliau dan juga berbaiat untuk melindungi beliau. Bai’at ini adalah bai’at aqabah, bai’at yang termashur dalam Islam.
B. Sejarah Pemilihan Pemimpin
1. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Nabi Muhammad Shalallaahu ‘alayhi wasallam

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungan dengan Allah subhanu wa ta’aala (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan pemilihan pemimpin.

Nabi Muhammmad shalallaahu alayhi wasallam  telah melakukan dakwah di Mekkah selama tiga belas tahun lamanya, lalu nabi memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke Yastrib pada tahun 622 M. Peristiwa hijrah tersebut semata-mata bukanlah pelarian atas kegagalan dakwah nabi di Mekkah, tetapi suatu perpindahan yang selama dua tahun terlebih dahulu telah dipertimbangkan secara matang. Hal ini nampak dengan adanya perjanjian aqabah pertama dan kedua.

Perjanjian Aqabah pertama terjadi pada tahun 12 kenabian, 12 orang yang telah memeluk Islam dimana sebagian di antara mereka ialah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullaah Shalallaahu ‘alayhi wa sallam, menerima dakwahnya dan beriman kepada Rasulullaah pada  tahun sebelumnya. Mereka  datang ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka pun berjumpa dengan Rasulullah dan membai’atnya sebagai pemimpin.

Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lainya  meriwayatkan dari hadits ‘Ubadah bin Shamit Radhiyallaahu ‘anhu ia merupakan salah seorang yang menunaikan haji kala itu, bahwa sesungguhnya Rasulullaah Shalallaahu ‘alayhi wa sallam berkata pada mereka:

تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْه
“Kemarilah, hendaklah kalian berbai’at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, kalian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak durhaka kepadaku dalam perkara yang ma’ruf. Barang siapa yang menepati bai’at (janji) ini, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa melanggar salah satunya, lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kaffarah (penghapus dosa baginya). Barang siapa melanggar salah satunya, lalu Allah Azza wa Jalla menutupi kesalahannya tersebut, maka urusannya dengan Allah, jika Allah berkehendak, maka Allah bisa menghukuminya; jika Allah berkehendak maka Allah Azza wa Jalla bisa memaafkannya.”
 Ubadah bin Shamit Radhiyallaahu ‘anhu dalam riwayat Ibnu Ishaq berkata: “lalu kami pun berbai’at kepada Rasulullaah dan dengan bai’at wanita. Peristiwa ini terjadi sebelum diwajibkan perang.”

Setahun setelah perjanjian Aqabah pertama berlalu yakni pada musim haji, 73 orang Madinah yang telah Muslim datang ke Mekkah sebagai orang-orang yang hendak berhaji, ditambah dua orang wanita, yaitu Nusaibah binti Ka’ab dan Asma binti Amr. Mereka pun bertemu Rasulullaah Shalallaahu ‘alayhi wa sallam lalu berbai’at kepada beliau.  “Wahai Rasulullaah kami berbai’at kepadamu,” kata mereka. “untuk apa saja kami berbai’at kepadamu?” lanjut mereka. Maka Rasulullaah Shalallaahu ‘alayhi wa sallam menyebut rincian bai’at. Yaitu untuk: “mendengar dan taat baik dalam keadaan bersemangat ataupun malas, berinfaq kala sulit ataupun mudah, menunaikan amar ma’ruf nahi munkar, beristiqomah karena Allah Subhanu wa ta’ala, dan tak akan mudah terpengaruhi meski orang-orang mencela, menolongku (Nabi Shalallaahu ‘alayhi wa sallam) apabila aku datang kepada kalian, serta akan melindungi seperti mereka melindungi anak dan istri kalian. Maka, (jika semua itu ditunaikan) bagi kalian surga.” Inilah bai’at Aqabah yang kedua, atau dikenal pula bai’at Aqabah al-Kubra.
 

Berdasarkan dari bai’at inilah, Nabi memerintahkan kaum muslimin Mekkah agar hijrah ke Yasrib kemudian disusul oleh beliau  dan Abu Bakar keduanya tiba di Yasrib 16 Rabiul awal/20 September 622M. Kedatangan Nabi Muhammad Shalallaahu ‘alayhi wa sallam disambut dengan suka cita dianggap sebagai pemimpin yang berpengaruh besar di Madinah. Di antara mereka sebelumnya sering terjadi pertentangan dan permusuhan. Sementara itu menurut ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota itu dideklarasikannya suatu piagam yang mengatur suatu kehidupan dan hubungan antara komunitas yang merupakan komponen masyarakat majemuk di Madinah.

2. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Khulafur Rasyidin

a. Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallaahu anhu (11-13 H / 632-634 M)
Nabi Muhammad shalallaahu alayhi wasallam tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin pada umat Islam setelah beliau wafat. Beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama sebelum beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di Bani Tsaqifah.
 Dalam pertemuan di balai pertemuan Bani Tsaqifah di Madinah, kaum Anshar mencalonkan Sa’ad bin Ubadah, pemuka Khazraj, sebagai pemimpin umat. Sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan nabi. Di pihak lain terdapat sekelompok orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib, karena nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya, di samping Ali adalah menantu dan kerabat nabi.

Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus nabi. Namun berkat tindakan tegas dari Abu Bakar yang mengatakan pada golongan Anshar bahwa jabatan pemimpin sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah mereka yang lebih dulu memeluk agama Islam. Kaum Muhajirin dengan perjuangan yang berat selama 13 tahun menyertai nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Mekkah. Dengan usulan Abu Bakar golongan Anshar tidak dapat membantah usulan tersebut.

Kaum Muhajirin adalah manusia-manusia terbaik dan yang pantas menggantikan kedudukan Nabi dan menjadi pemimpin untuk memimpin kaum muslimin. Pada saat yang bersamaan Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khaththab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk dipilih menjadi pemimpin. Namun sebelum kaum Anshar merespon usulan Abu Bakar, Umar bin Khaththab dan Abu Ubaidah bin Jarrah menolak dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Secara cepat dan tegar Umar bin Khaththab mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Lalu diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan akhirnya diikuti oleh kaum Anshar untuk membaiat Abu Bakar.

Proses Pemilihan Abu Bakar Radhiyallaahu ‘anhu sebagai khalifah pertama menunjukan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam kala itu, dikarenakan pemilihan pemimpin pada suku-suku Arab pada saat itu didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun temurun.

Abu Bakar memimpin sebagai khalifah selama dua tahun tiga bulan. Beliau wafat pada umur 63 tahun.
b. Umar bin Khaththab Radhiyallaahu anhu (13-23 H / 634-643M)

Pemilihan Umar bin Khaththab sebagai seorang Pemimpin berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketika Abu Bakar merasa bahwa kematiannya semakin dekat, beliau ingin kepemimpinan kepada sesorang yang kuat dengan harapan tidak banyak konflik di antara mereka.
 Secara diam-diam Abu Bakar berpikir tentang siapa tokoh selanjutnya yag pantas menggantikannya, setelah ia meneliti pribadi masing-masing pemuka Islam pada saat itu,  Pilihan jatuh kepada Umar bin Khaththab. Untuk menyakinkan pilihannya, Abu Bakar kemudian mengadakan konsultasi dengan tokoh-tokoh terkemuka Islam  tentang penunjukan Umar. Mereka yang di ajak berdiskusi itu antara lain Abdurrahman bin Auf, Ustman bi Affan, Usaid bin Khudair al-Anshari, Sa’id bin Zaid, dan Talhah bin Ubaidah.

Pada akhirnya para pemuka Islam menyetujui pilihan Abu Bakar. Karena mereka mengenal dengan baik siapa dan bagaiamana pribadi Umar. Namun mereka masih khawatir dengan sikap keras yang di miliki Umar. Abu Bakar menyakinkan mereka bahwa sikap keras Umar itu ditujukan untuk mengimbangi sikap Khalifah yang lembut. Ia pun yakin bahwa sikap keras itu akan berubah setelah Umar diserahi tanggung jawab sebagai pemimpin. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk mencatat wasiatnya mengenai penetapan Umar bin Khaththab sebagai pemimpin umat dan kepala pemerintahan setelah ia wafat.

c. Utsman bin Affan Radhiyallaahu anhu (23-35 H / 644-656 M)

Pemilihan Utsman bin Affan sebagai pemimpin melalui proses berbeda pula dengan kedua pendahulunya. Ketika Umar bin Khaththab harus dirawat karena mendapat tikaman dari Abu Lulu’ah, beliau menunjuk enam sahabat senior yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdulla bin Umar, tetapi tanpa hak suara.
 Beliau juga berpesan bahwa keenam orang yang tergabung dalam tim formatur ini harus bermusyawarah dan menentukan diantara mereka siapa yang pantas menjadi pemimpin selanjutnya menggantikan dirinya. Akhirnya, dari tim formatur tersebut, terpilihlah Utsman bin Affan setelah sebelumnya dari musyawarah tersebut mengerucut pada dua nama, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun, akhirnya Utsman bin Affan yang terpilih dan mereka segera berbai’at kepadanya.
d. Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu anhu (35-40 H / 656-661 M)

Terbunuhnya Utsman bin Affan pada malam jumat 18 Dzulhijjah tahun 35 H, membuat suasana di kota Madinah tidak kondusif. Suasana kota semakin mencekam, rakyat dan  para pembesar mengalami kerisauan, keguncangan. Yang mereka risaukan adalah tidak adanya pemimpin negara.

Atas dasar itulah mereka berusaha memilih seorang pemimpin secepat mungkin dan dilakukan di Madinah karena  kota itu satu-satunya ibu kota Islam. Disana juga tinggal ahl halli wa al-aqd, semacam dewan perwakilan yang berhak memilih melakukan bai’at kepada seorang pemimpin. Pada saat itu ada empat orang sahabat Nabi dari enam yang dipilih Umar sebelum wafat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair dan Sa’ad bin Abi Waqqash. Dilihat dari berbagai segi Ali di anggap paling utama. Mereka bersepakat untuk membai’at Ali. Tapi Ali menolaknya, karena memang ia tidak berambisi menduduki jabatan duniawi. Tak ada pilihan, tak ada tokoh selain di, umat pun terus mendesak. Akhirnya Ali luluh, dan berucap, “Baiklah, kalau begitu kita lakukan di majid saja.” Dan Ali, di bai’at di dalam masjid secara terbuka atas persetujuan dan kerelaan kaum muslimin.
3. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Dinasti Umayyah

Kepemimpinan Dinasti Umayyah adalah kepemimpinan pertama Islam setelah masa Khulafur Rasyidin yang memerintah dari 661 M sampai 750 M di Jazirah Arab dan sekitarnya (Ibu Kota di Damaskus). Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin ‘Abd asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan berdirinya Dinasti Umayyah, maka sistem politik dan pemerintahan berubah. Pemeritahan khalifah tidak lagi dilakukan dengan musyawarah sebagaimana proses pergantian khalifah-khalifah sebelumnya. Suksesi pemerintahan dilakukan secara turun temurun melalui pemilihan, seorang khalifah tidak lagi harus sekaligus pemimpin agama sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya. Urusan agama diserahkan pada para ulama dan ulama hanya dilibatkan dalam pemerintaha apabila dipandang perlu oleh khalifah.

4. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Daulah Abbasiyah berdiri antara tahun 132-656H / 750-1258 M. Pendirinya ialah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abul Abbas As-Saffah. Lima setengah abad lamanya keluarga Abbasiyah menduduki singgasana khilafah Islamiyah dengan pusat pemerintahannya di kota Baghdad.
 Pemerintahan daulah Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan daulah Bani Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara kepemimpinan Bani Abbasiyah dengan kepemimpinan Bani Umayyah, diantaranya adalah:

a. Bani Umayyah sangat bersifat Arab Oriented, artinya segala hal para pejabatnya berasal dari keturunan Arab murni, begitu pula corak peradaban yang dihasilkan dinasti ini.

b. Dinasti Abbasiyah, disamping bersifat Arab murni, juga sedikit banyak telah terpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir dan sebagainya

5. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Dinasti Turki Utsmani
Sebagai penutup pemerintahan Islam ini, yang terkenal adalah kepemimpinan Islam Turki di bawah dinasti Utsmaniyah.kerajaan ini bertahan sampai 600 tahun mulai abad ke 14 sampai abad ke 20. Di wilayah Turki, pemerintahan Islam diwakili oleh kesultanan. Mulai masa Salim I, para pemimpin Dinasti ini memakai gelar Sultan sekaligus Khalifah. Sultan menguasai kekuasaan duniawi, sedang Khalifah berkuasa pada ranah agama. Sistem kepemimpinan dinasti ini bercorak turun temurun (monarki), namun kekuasaanya tidak mesti diturunkan kepada anak pemimpin sebelumnya, tapi juga dapat diberikan kepada saudara lain, asal  masih ada hubungan darah.

6. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Modern

a. Mesir

Bentuk negara mesir adalah sosialis demokratis dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Mesir menganut sistem banyak partai karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum tanpa perbedaan. Mesir menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, membentuk atau memasuki partai politik. Pada saat pemilihan, pemimpin dipilih langsung oleh rakyat.

b. Arab Saudi
Bentuk negara Arab Saudi adalah monarki atau kerajaan. Negara ini dibentuk pada tahun 1932 oleh Abdu Aziz al-Sa’ud. Kepala negara dalam pemerintahan adalah raja. Pemilihan raja dilakukan oleh keluarga besar Saudi. Di Arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan tidak ada partai politik. Yang ada disana adalah majelis syura yang anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja. Namun, kekuasaan seorang raja tidak mutlak dan tanpa batas tetapi harus taat dan tunduk pasa syariat.

c. Indonesia

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari kekuasaan penjajah. Bentuk negara Indonesia adalah Republik. Kepala negara dan pemerintahan dijabat oleh presiden  yang dipilih oleh langsung oleh rakyat setiap lima tahun melalui pemilihan umum.

C. Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Mekanisme pemilihan pemimpin dalam sejarah umat Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran maupun al-Hadits, Nabi Muhammad Shalallaahu ‘alayhi wa sallam tidak pernah menunjuk atau memberikan mandat untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin. Sehingga mekanisme pemilihan pemimpin setelah beliau wafat dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. berikut beberapa mekanisme dalam mengangkat pemimpin:
1. Pemilihan dengan Bai’at Ahlul Halli Wal Aqdi

Pemilihan dengan cara  memilih seorang yang di anggap memenuhi syarat sebagai calon pemimpin atau yang lebih dikenal dengan Bai’at Ahlul Halli Wal Aqdi. Ulama berbeda pendapat soal jumlah minimum Ahlul Halli Wal Aqdi.

 Pendapat pertama mengatakan bahwa seseorang dapat diangkat secara sah sebagai pemimpin apabila suara Ahlul Halli Wal Aqdi seluruh negeri pada pengangkatan tersebut adalah suara mayoritas. Suara mayoritas dari Ahlul Halli Wal Aqdi ini menandakan adanya penerimaan secara tulus dan pengakuan secara umum atas kepemimpinan pemimpin.
Pendapat kedua mengatakan bahwa jumlah Ahlu Halli Wal Aqdi yang dapat mengesahkan seorang pemimpin minimal 5 (lima) orang yang sepakat, atau satu (1) orang membaiat lalu disetujui oleh empat (4) orang lainnya. Alasan pertama, merujuk pada pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin utuk menggantikan Rasulullaah Shalallaahu ‘alayhi wa sallam. Ketika itu baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima (5) orang sahabat yaitu: Umar bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Basyar bin Sa’ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Alasan kedua, yaitu pengangkatan Utsman bin Affan sebagai pemimpin dimana sebelum meninggal Umar bin Khaththab membentuk syuro di dalam Ahlu Halli Wal Aqdi sebanyak enam (6) supaya memilih salah satu dari enam orang sahabat tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dan mutakallimin dari Bashra.
Pendapat ketiga mengatakan bahwa baiat pemimpin bisa dilakukan hanya satu (1) orang Ahlu Halli Wal Aqdi. Landasan pendapat ini adalah ketika Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika membaiatnya sebagai pemimpin: “bentangkan tanganmu, aku membaiatmu” dan ketika itu umat Islam secara umum menerima bai’at Abbas bin Abdul Muthalib terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tersebut.

Terjadinya beberapa ikhtilaf di kalangan ulama tersebut menandakan bahwa tidak ada parameter yang baku dalam menentukan berapa jumlah Ahlu Halli Wal Aqdi untuk dapat mengesahkan pengangkatan pemimpin. Jumlah Ahlu Halli Wal Aqdi bukanlah sebuah perhitungan yang baku, namun pemilihan tersebut dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan yang ada saat itu. Hal ini jelas tercermin dalam pengangkatan para Khulafur Arrasyiddin dimana mereka memiliki sistem baiat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada.

2. Pemilihan dengan Cara Wilayah al-‘Ahd atau Istikhlaf (Penyerahan Mandat dari Pemimpin Sebelumnya)
Mekanisme penyerahan mandat ataupun tonggak kepemimpinan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya merupakan sebuah mekanisme yang diperbolehkan dalam Islam ketika mengangkat pemimpin.
 Pengangkatan ini juga sering disebut dengan penunjukan atau wasiat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menunjuk Umar bin Khaththab sebagai penggantinya di kemudian hari. Hal yang menarik dari penunjukan Abu Bakar kepada Umar adalah ketika beliau mengatakan:
“Sesungguhnya aku tidak melakukan penunjukan ini kecuali semata-mata karena kebaikan yang aku inginkan. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan semua itu kecuali kebaikan bagi mereka semuanya (rakyat), dan aku sangat takut terjadi fitnah di tengah-tengah mereka.”
Pengangakatan pemimpin dengan penyerahan mandat merupakan salah satu cara yang disepakati ulama sebagai cara yuridis.

3. Pemilihan dengan Cara Kudeta 
Pada prinsipnya, mekanisme ini termasuk mekanisme yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi kemashlahatan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dari kudeta itu sendiri adalah suatu cara penggulingan kekuasaan atau pengambilalihan kekuasaan secara paksa dari tangan pemimpin dan dapat dilakukan oleh golongan tertentu baik militer atau tentara maupun sipil serta dilakukan secara keras karena ada unsur paksaan.
Para fuqaha berpendapat, kepemimpinan dianggap sah melalui mekanisme ini, walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim. 
Jika pemimpin meninggal karena proses kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan  melalui proses penunjukan dan tidak pula bai’at, serta memimpin manusia melalui kekuatan militernya, di anggap sah kepemimpinannya, dan wajib mentaatinya. Adapun jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, seperti ia orang jahil atau fasik. Kepemimpinannya tetap dianggap sah.
 Alasan para fuqaha menyatakan hal tersebut karena seandainya dikatakan tidak sah maka dikhawatirkan terjadinya pertumpahan darah yang lebih dahsyat dari kedua belah pihak yaitu yang dikudeta dan yang mengkudeta.
Agar kepemimpinan yang direbut dengan cara kudeta dapat diakui dan sah secara hukum Islam maka para ahli tata negara Islam menyatakan bahwa hal tersebut harus diperkuat dengan dua yaitu unsur waqi dan unsur syar’i. Unsur waqi dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Dengan kekuatan tersebut dia dapat menguasai semua wilayah yang masuk dalam kepemimpinannya. Yang kedua adalah unsur syar’i yaitu adanya pengakuan dari masyarakat terkait dengan kepemimpinan itu sendiri.

Sejarah Islam, diceritakan  bahwa kudeta pemimpin pernah terjadi, seperti apa yang dilakukan Abdullah bin Zubeir. Beliau sebagai tokoh ulama di zamannya telah melakukan gerakan kudeta pemimpin yang saat itu memeritah dengan zalim dan kejam, Al-Hajjaj bin Yusuf.
4. Pemilihan dengan Cara Monarki (Turun Temurun)
Pengangkatan pemimpin melalui sistem monarki dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah telah mengubah model kekuasaan dengan model kerajaan, kepemimpinan diberikan pada putra mahkota.

Berdasarkan pemilihan pemimpin pada masa pemerintahan Bani Umayyah, sistem yang digunakan yaitu monarki dimana kedudukan raja diperoleh melalui warisan. Artinya, seseorang dapat menduduki jabatan raja hanya karena dia anak raja.
Ulama berbeda pendapat mengenai waktu penerimaannya (menduduki jabatan sebagai raja). Ada yang bependapat, bahwa waktu penerimaanya adalah setelah meninggalnya raja sebelumnya, yaitu waktu dimana putra mahkota dibenarkan bertindak selaku pemimpin. Ada yang berpendapat pendapat inilah yang paling benar bahwa waktu penerimaannya yaitu antara waktu pemberian warisan dengan kematian raja, agar kepemimpinan beralih tangan darinya kepada putra mahkota dengan didahului serah terima.

D. Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Pemimpin
Prinsip dasar Islam mengenai pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum.
  Kemaslahatan itu ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan, oleh karena itu, semua individu berderajat sama. Tidak ada seorang pun yang boleh mencabut hak-hak dan kekuasaanya. salah satu hak-hak dasar tersebut ialah hak untuk memilih pemimpin.
Adapun landasan dari hak untuk memilih adalah berasal  dari dasar sistem kenegaraan Islam yang kedua yaitu prinsip syura.
 Sebagaimana yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:
((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa  kedudukan pemimpin adalah perkara yang harus dimusyawarahkan. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum  tukar menukar, pikiran, gagasan ataupun ide , termasuk saran-saran  yang diajukan dalam  memecahkan  suatu masalah   sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.
 Oleh karena itu, mereka harus mempunyai pendapat siapa saja yang akan memimpin mereka.
Umat Islam mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi dalam melaksanakan haknya mereka harus memenuhi kriteria sebagai pemilih. Adapun kriteria-kriteria yang diperlukan adalah seperti yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (Masyru Dustur) Negara Islam Pasal 26, bahwa “Setiap Muslim yang baligh dan berakal,  baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih dan membai’at khalifah.”

Adapun dalil al-Quran bahwa usia baligh memenuhi kriteria sebagai pemilih terdapat dalam surat an-Nur ayat 59 yang berbunyi:

((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthoniyah,  memberikan kriteria untuk bisa memilih seorang pemimpin yaitu: (1) memiliki integritas moral yang baik, (2) memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai calon pemimpin yang hendak dipilihnya. Dengan dua kualitas pemilih ini di harapkan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu memimpin dengan baik, mengayomi, melindungi, dan menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka, baik lahir maupun batin.
 

Sedangkan Ibnu Taimiyyah mengajukan konsep Al Syaukah yaitu sebuah konsep yang hampir sama dengan Ahlu halli wal al-aqdi, namun terdiri dari semua kelompok masyarakat yang memiliki otoritas, baik petani, militer, pengusaha dan lain-lainnya. Hal tersebut dirumuskan berlandaskan pada adanya persamaan hak dan kewajiban  manusia yaitu partisipasi seluruh anggota masyarakat dan menetapkan masalah-masalah yang menyangkut kehidupan bersama.

Berbeda dengan pendapat Al-Mawardi, dan Ibnu Taimiyyah. Al Ghazali tidak menyebutkan secara khusus bagaimana kriteria pemilih dalam pemilihan pemimpin. Menurut Al Ghazali, pemimpin dipilih oleh Tuhan. Al Ghazali juga berpendapat bahwa pemimpin merupakan bayang-bayang Tuhan di muka bumi. 

BAB III
KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
A. Dasar-Dasar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negara

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden , adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun dasar-dasar pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu:

1. UUD 1945 dalam pasal 6A yang berbunyi:
a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden
d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh  suara terbanyak pertama dan kedua pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

2. UUD 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
(1)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal ini sudah menjelaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 168 yang berbunyi:
(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di laksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

(2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka.

(3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini merupakan gabungan dari 3 kegiatan pemilihan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
B. Sejarah  Pemilihan Kepala Negara
Pada Tahap Awal Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, BPUPKI bersepakat untuk mengangkat Soekarno-Hatta menjadi kepala negara dan wakil kepala negara. Ditinjau dari teori politik kenegaraan, pengangkatan kepala negara dan wakil kepala negara identik dengan teori aklamasi. Hal ini terjadi karena secara yuridis, pada waktu itu belum ada konstitusi yang menjadi payung hukum sebagai instrumen-regulatif. Perkembangan selanjutnya konsep pemilihan kepala negara diatur sedemikian rupa melalui UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional ketatanegaraan di Republik Indonesia.
Adapun sejarah pemilihan kepala negara sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Negara Era Demokrasi Liberal 1945-1949
Pasca ditetapkannya konstitusi pertama negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara yuridis-konstitusional Undang-Undang Dasar tersebut dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan kepala negara Republik Indonesia pada awal kemerdekaan secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pada Pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas menunjukan bahwa untuk pertama kali secara konstitusional mekanisme pemilihan kepala negara dilakukan secara demokrasi (representative), yakni melalui perwakilan. Dalam hal ini secara yuridis ataupun secara politis telah mendelegasikan hak konstitusionalnya kepada wakil rakyat  yang ada di lembaga permusyawaratan rakyat. Sehubungan lembaga tersebut secara organik belum eksis dikarenakan berbagai kondisi, maka kepala negara dan wakil kepala negara dipilih dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

2. Pemilihan Kepala Negara dalam Konstitusi RIS 1949-1950

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Bangsa Indonesia mengalami perjuangan yang pahit karena Belanda terus berusaha merongrong NKRI, walaupun secara de facto di dalam perjanjian Linggarjati, Belanda telah mengakui negara Republik Indonesia. Setelah persetujuan Konferensi Meja Bundar, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan naskah kedaulatan dari pemerintah Belanda. Akibatnya lahirlah konstitusi  RIS yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949.
Pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara yang didasarkan pada Konstitusi RIS 1949, berbeda dengan ketentuan konstitusi yang tertuang dalam dalam Pasal 6, ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil pesiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pada Konstitusi RIS didasarkan pada norma konstitusi yang sesuai dengan Pasal 69, ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Presiden ialah kepala negara.
(2) Beliau dipilih oleh orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian tersebut dalam pasal 2.

(3) Presiden harus orang Indonesia yang telah berumur 30 Tahun. Beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mejalankan hak pilih ataupun  orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

Perubahan yang signifikan tampak jelas sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam UUD RIS, baik dilihat dari jumlah ketentuannya atau dari segi subtansi peraturan tersebut. Dalam UUD 1945 Pasal 6, Ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa kandidat presiden harus orang Indonesia asli, dan dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan dalam UUD RIS Pasal 69, Ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditentukan serta dinyatakan bahwa presiden sebagai kepala negara dipilih oleh lembaga perwakilan dari beberapa daerah, selanjutnya baru dinyatakan bahwa ia harus telah berusia 30 tahun.
Pada tanggal 16 Oktober 1949 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta telah dilakukan pemilihan kepala negara RIS yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian. Mereka sepakat dan memutuskan Ir. Soekarno sebagai kepala negara. Namun, tidak disebutkan berapa lama jabatan presiden, dan di dalam konstitusi RIS tidak ada lembaga wakil presiden.

3. Pemilihan Kepala Negara dalam UUDS 1950-1959

Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik di bawah sistem pemerintahan parlementer yang berlandaskan pada konstitusi UUDS 1950.
UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara telah ditentukan sesuai aturan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Pasal 45 yang berbunyi:

(1) Presiden ialah kepala negara.

(2) Dalam melakukan kewadjibannya Presiden dipilih menurut aturan jang ditetapkan oleh dengan Undang-Undang
(3) Untuk pertama kali wakil-Presiden diangkat dari andjuran jang yang madjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

(4) Presdien dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia jang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah didjabut haknya untuk dipilih.

Namun dalam kenyataannya, Undang-Undang tentang pemilihan Kepala Negara dan Wakil Kepala belum pernah ada. Pada saat itu Soekarno tidak dipilih sebagai kepala negara, tetapi ditetapkan sebagai kepala negara sebagaimana yang tercantum dalam piagam persetujuan antar Pemerintah Republik Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 April 1950. Kemudian, Mohammad Hatta diangkat menjadi wakil kepala negara atas anjuran dari Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pemilihan Kepala Negara dalam UUD 1945 Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Sistem Kabinet Parlementer diganti menjadi Kabinet Presidensial. Sistem pemerintahan diselenggarakan menurut UUD 1945. Ketentuan tentang kepala negara mulai dari kedudukannya hingga mekanisme pemilihannya secara jelas dituangkan  dalam bab III. Mulai dari pasal 4 sampai pasal 15.

5. Pemilihan Kepala Negara pada Era Orde Baru 1966-1997 Orde baru 
Peralihan kepemimpinan dari masa orde lama ke orde baru dimulai  pada tanggal 11 Maret 1966 dimana saat itu Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaannya kepada Jendral Soeharto untuk menjaga keamanan, kedamaian dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal sebagai dokumen Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dan menjadi alat pemindahan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Walaupun masih tetap presiden, kekuatan Soekarno semakin berkurang sehingga Soeharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden. 
 Dan pada tanggal 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai kepala negara.
Pada masa Orde Baru Pemilihan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara dilaksanakan oleh MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) sebelum amandemen. Kemudian berdasarkan UUD 1945, MPR menggelar sidang umum untuk memilih kepala negara dan wakil kepala negara setiap lima tahun sekali dan dalam sidang umum tersebut Soeharto selalu terpilih menjadi kepala negara. Pada 21 mei 1998 akhirnya Soeharto berhenti menjadi kepala negara dan menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Pada saat itu B.J. Habibie diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai kepala negara di Istana Negara.
6. Pemilihan Kepala Negara pada Tahun 1999
UUD 1945 sebelum perubahan menganut sistem MPR dalam pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2). Ketika era reformasi dimulai, UUD 1945 belum diubah, sehingga ketika hendak menyelenggarakan sidang umum MPR-RI tahun 1999 dengan agenda memilih kepala negara dan wakil kepala negara, maka rujukan utamanya tetap Pasal 6 ayat (2). Dalam persiapan dan pelaksanaannya,  MPR-RI berpedoman kepada Ketetapan MPR-RI No VI/MPR/1999. Pada sidang tersebut, terdapat dua calon yang muncul untuk bersaing yaitu Aburrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. 
Setelah pemungutan suara, akhirnya Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sebanyak 373, sedangkan Megawati Soekarnoputri memperoleh suara sebanyak 313 suara. 
 
7. Pemilihan Kepala Negara pada Tahun 2004
Pemilihan Kepala Negara secara langsung pada tahun 2004 adalah yang pertama kali terjadi di dalam sejarah Indonesia. Sebelumnya, pemilihan kepala negara dilaksanakan oleh MPR.
Setelah pemilu legislatif pada tanggal 5 April 2004, KPU menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden dalam dua putaran. Pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama berlangsung 5 Juli 2004. Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua berlangsung pada tanggal 20 September 2004. Pada pemilu presiden dan wakil presiden 5 (lima) calon pasangan presiden dan wakil presiden yaitu pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla, pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Wizadi, pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid, dan pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
Dari hasil putaran pertama tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla dan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Wizadi memperoleh perolehan suara terbanyak. Kemudian pada pemilihan putaran kedua pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla berkoalasi dengan beberapa partai politik diantaranya adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang(PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Wizadi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Akhirnya, yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla. Pasangan tersebut memperoleh 69.266.350 suara, sedangkan pasangan calon Megawati Soekarnoputri-Hasyim Wizadi memperoleh 44.900.704 suara.
 Pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Muhammad Jusuf Kalla kemudian ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004.
8. Pemilihan Kepala Negara pada Tahun 2009

Pelaksanaan pemilihan kepala negara pada tahun 2009, tidak semua partai politik peserta pemilu legislatif tidak dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya partai politik yang memperoleh suara 2,5% tingkat nasional yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilihan Kepala Negara diselenggarakan oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang bersifat nasional karena wilayahnya meliputi seluruh Indonesia. Pemilihan Presiden pada tahun 2009 diikuti oleh 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang didukung oleh beberapa gabungan partai politik diantaranya yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang didukung oleh beberapa gabungan partai politik diantaranya yaitu: Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan lain-lain.dan Pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto yang didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Pemilihan Presiden dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan hanya berlangsung satu kali putaran. Dari proses rekapitulasi perhitungan suara akhirnya dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan 73.874.562 atau 60,80% perolehan suara. Adapun posisi kedua diduduki oleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dengan 32.548.105 atau 26,79% perolehan suara. Dan posisi ketiga didudui oleh pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto dengan 15.081.814 atau 12,41% perolehan suara. 

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono kemudian ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dan dilantik pada tanggal 20 Okober 2009.

9. Pemilihan Kepala Negara pada Tahun 2014

Pemilihan Kepala Negara pada tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pelaksanaan pemilihan ini menjadi pemilihan kepala negara ketiga secara langsung di Indonesia. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh Undang-Undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. 

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, hanya partai politik yang menguasai lebih dari  20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara dapat mengajukan kandidatnya. Undang-Undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada  Januari Tahun 2014, Mahkamah memutuskan Undang-Undang tersebut tetap berlaku.

Pemilihan ini diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, serta Joko Widodo yang berpasangan dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 yaitu Muhammad Jusuf Kalla. Pada tanggal 31 Mei, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 Pasang calon Presiden dan Wakil Presiden , serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014.
Pasangang Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung oleh Koalisi Merah Putih yang terdiri dari beberapa gabungan partai politik, diantaranya yaitu: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat. Akumulasi kursi dari Koalisi Merah Putih di DPR RI adalah 63, 54%. Pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tergabung dari beberapa partai politik, diantaranya yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)  dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Akumulasi suara Koalisi Indonesia Hebat di DPR RI adalah 36,46%.
Hasil perhitungan suara resmi memunjukan kemenangan bagi pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. KPU Menetapkan Pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden 2014. Keduanya meraih 70.997.085 perolehan suara dari Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hanya meraih 62.576.444 perolehan suara. Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014.

C. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negara

Mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala negara  menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen IV adalah sebagai berikut:
 Pasal 6 A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setangah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.


                             Pasal 7



Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali  dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sedangkan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negara yang lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

1. Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (Pasal 221).
2. Pendaftaran bakal pasangan calon. Pendaftaran bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 226 Ayat 1).
3. Verifikasi bakal pasangan calon. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen pesyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan (Pasal 230 Ayat 1). KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangana Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. (Pasal 230 Ayat 2). Dalam hal persyaratan administratif bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada pemimpin partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan/atau bakal pasangan calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 230 Ayat 2 dan Pasal 231 Ayat 1. Dalam hal bakal pasangan calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 dan 229. KPU meminta kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal pasangan yang baru sebagai pengganti  (Pasal 232 Ayat 1).
4. Penetapan dan pengumuman pasangan calon. KPU telah menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama pasangan yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi (Pasal 235 Ayat 1).  Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 235 Ayat 2). KPU mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik. (Pasal 235 Ayat 3).
5. Kampanye, Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. (Pasal 267 Ayat 1).
6. Debat Pasangan Calon. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan calon; (Pasal 275 Ayat 1 huruf h)
7. Pemungutan Suara. Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. (Pasal 347 Ayat 1). Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. (Pasal 347 Ayat 2)
8. Penghitungan Suara. Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. (Pasal 383 Ayat 1). Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada ahri pemungutan suara. (Pasal 383 Ayat 2).
9. Penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas suara Pasangan Calon. (Pasal 411 Ayat 1). KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 411 Ayat 3).
10. Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpiilih, Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen ) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi di Indonesia (Pasal 416 Ayat 1). Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 416 Ayat 2). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon , kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 416 Ayat 3). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama oleh 3 (tiga) Pasangan Calon  atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjejang (Pasal 416 Ayat 4). Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon. Penetuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secar berjenjang (Pasal 416 Ayat 5).
11. Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 427 Ayat 1). Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden (Pasal 427 Ayat 2).  Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden (Pasal 427 Ayat 3). Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua (Pasal 427 Ayat 4).
D. Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara


Sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menjunjung  tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut tercermin dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat beberapa ketentuan mengenai penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak negara atau hak-hak konstitusi warga negara bisa terlaksana.  Hak politik terutama hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 27  ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 
Hak memilih juga di atur dalam Pasal 1 Ayat (2); Pasal 2 Ayat 1; Pasal 6A Ayat (1); Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan pada Undang-Undang tersebut mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi kepada setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam pemilihan umum.
Adapun mengenai kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara telah di atur dalam  Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi:
Pasal 198

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

(3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.
Pasal 199

Untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 200

Dalam Pemilu, Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Berdasarkan pasal tersebut maka setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria memiliki hak untuk aktif dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
 Seorang yang mempunyai hak memilih untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang terdapat dalam undang-undang. Dan berikut merupakan penyusunan daftar pemilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 201

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
a. Data agrerat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;

b. Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan

c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan
(3) Data Warga Negara yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara

(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri
(5) Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.

(6) Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalm waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan

b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.

(7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir.

(8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsulidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemuktahiran data Pemilih.

Bagian Kedua
Daftar Pemilih

Pasal 202

(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimukhtahirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

(2) Daftar Pemilih sedikit memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Memilih.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan daftar Pmilih diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 203

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Data Pemilih


Pasal 204
(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhiran secara berkelanjutan.
(2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).

(3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK.

(4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.

(5) Hasil Pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara

Pasal 205

(1) Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
(2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Keempat

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 206

(1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

(4) Daftar pemilih sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

(5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
(6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat balas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Pasal 207
(1) Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam    Pasal  206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.

(2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.

(3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.
Bagian Kelima

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap



 Pasal  208

(1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.

(3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih  sementara hasil perbaikan

(4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.

(5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam  format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

Pasal 209

(1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara.

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 210
(1) Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap disuatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS ditempat yang bersangkutan terdaftar.

(3) Untuk dapat dimasukan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

(4) Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

Bagian Keenam

Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri

Pasal 211

(1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya.

(2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pasal 212

(1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu.

(2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.
(3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.

(4) Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 213

(1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.

(2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

(4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.

(5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dafttar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.
  Pasal 214

(1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.

(2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
Pasal 215

(1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1).

(2) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 216

(1) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara.

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkuta terdaftar.

Bagian Ketujuh

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 217

(1)  KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.

(2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.

(3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Pasal 218

(1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara., dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
(2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi data Pemilih diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedelapan

Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih
Pasal 219

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
(2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih penyusunan, dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan, dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar Negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 220

(1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih,Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

(2) Temuan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

BAB IV
ANALISIS DATA
A. Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Negara Indonesia telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sejak tahun 1945, Hal ini tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapun. Indonesia dalam praktek penyelenggaraan negara memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara atau hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu hak yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara yaitu hak memberikan suara atau hak memilih karena hak tersebut merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara. Hak memilih diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1). Perumusan pada pasal-pasal tersebut jelas bahwa kita tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara jelas memberikan pengakuan terhadap hak-hak kita sebagai warga negara. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” juga dalam Pasal 43 ayat (1)  yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  Kedua pasal tersebut secara jelas menunjukan adanya jaminan yang melekat pada setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk menggunakan hak memilihnya.
Indonesia adalah negara demokrasi, dimana pemilik kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Rakyat memiliki peranan yang penting dalam pemilihan pemimpin, karena pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk melaksanakan hak pilih dalam pemilihan umum tersebut rakyat harus memenuhi kriteria sebagai pemilih. Adapun mengenai kriteria pemilih dalam pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
Pasal 198

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

(3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.
Pasal 199

Untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 200

Dalam Pemilu, Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Berdasarkan pasal 198 maka setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria memiliki hak untuk aktif dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Namun perlu diketahui bahwa dalam pasal diatas  hak pilih warga negara yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah masih rancu dan dipertanyakan apakah mereka dapat berpartisipasi sebagai pemilih atau tidak. Seharusnya peraturan tersebut lebih detail dalam menjelaskan sehingga tidak terjadi kebingungan bagi calon yang akan memilih pada pemilihan kepala negara. Adapun dalam ayat 3 yang dimaksud warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan ialah mereka yang melakukan tindak pidana, hal ini berdasarkan pada Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pada Pasal 199, untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia harus menjalankan mekanisme berdasarkan ketentuan agar terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala negara. Petugas akan meneliti data para pemilih yang terdaftar. Jika ada Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), mereka dapat melaporkan hal tersebut ke petugas setempat. Dan dalam Pasal 200 terdapat pro-kontra mengenai penggunaan hak pilih bagi TNI/Polri, menurut pasal diatas tujuan dari tidak adanya hak untuk memilih bagi TNI/Polri adalah untuk menjaga stabilitas dan netralitas. Sedangkan yang tidak setuju mereka berpendapat bahwa TNI/Polri juga Warga Negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan kepala negara.
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Prinsip dasar Islam mengenai pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah mewujudkan kemashlahatan atau rakyat secara umum, baik kemashlahatan di dunia maupun di akhirat. Kemashlahatan tersebut ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan. Maksud dari hak dasar ini adalah hak yang melekat yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan dan juga sebagai pengakuan bahwa semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. 

Adapun mengenai kepemimpinan dalam Islam merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Hal ini bisa dilihat dari ayat al-Quran dan Hadits Nabi Shalallaahu alayhi wa sallam yang membahas mengenai masalah ini, Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
“Jika ada tiga orang melakukan perjalanan maka angkatlah salah seorang mereka sebagai pemimpin.”
 (HR. Abu Daud)
Hadits di atas sangat jelas memberikan gambaran bahwa Islam memandang bahwa memilih pemimpin merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut juga menunjukan adanya hak memilih dan di pilih. 
Adapun landasan dari hak untuk memilih adalah berasal  dari dasar sistem kenegaraan Islam yang kedua yaitu prinsip syura. Allaah Subhanu wa ta’aala telah mewajibkan berlakunya sistem syura kepada umat manusia yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”
Ayat diatas tersebut cukup jelas dalam mewajibkan untuk  mengikuti prinsip syura. Syura berarti urun pendapat dari orang banyak; seluruh atau wakil-wakilnya. Pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan itu dikemukakan dengan jelas, yang berarti perlu didasari pengetahuan tentang hal yang dimusyawarahkan dan mampu mengemukakan dengan baik disertai alasan-alasan yang tepat. Musyawarah ditujukan untuk mencapai kebenaran. Eksistensi syura mengindikasikan realita persamaan kedudukan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan juga kebebasan untuk memilih.
Perlu kita ketahui, umat Islam dalam melaksanakan haknya (hak memilih) juga harus memenuhi beberapa kriteria sebagai pemilih, diantaranya adalah seperti yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (Masyru Dustur) Negara Islam pada Pasal 26 yang mengatakan bahwa “ setiap Muslim yang baligh, dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih dan membai’at khalifah.” Seperti yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 59 yang berbunyi:
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“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
 Pada kesempatan yang sama Imam al-Mawardi memberikan kriteria untuk bisa memilih seorang pemimpin, yaitu: (1) keadilan yang integral, yang dimaksud dengan keadilan disini adalah, istiqomah, integritas (amanah) dan sifat wara’, (2) kapabilitas keilmuan yang dengannya mereka dapat mengetahui orang yang berhak menjadi pemimpin, dan (3) memiliki sikap dan kebijaksanaan yang akan mendorong memilih siapa yang paling pantas untuk menjadi pemimpin dan dapat mewujudkan kemashlahatan umum.
 Sedangkan Ibnu Taimiyyah mengajukan konsep Al Syaukah yaitu sebuah konsep yang hampir sama dengan Ahlu halli wal al-aqdi, namun terdiri dari semua kelompok masyarakat yang memiliki otoritas, makna dari otoritas itu sendiri ialah hak untuk melakukan tindakan. baik petani, militer, pengusaha dan lain-lainnya.  Hal tersebut dirumuskan berlandaskan pada adanya persamaan hak dan kewajiban  manusia yaitu partisipasi seluruh anggota masyarakat dan menetapkan masalah-masalah yang menyangkut kehidupan bersama.
Berbeda dengan pendapat Al-Mawardi, dan Ibnu Taimiyyah. Al Ghazali tidak menyebutkan secara khusus bagaimana kriteria pemilih dalam pemilihan pemimpin. Menurut Al Ghazali, pemimpin dipilih oleh Tuhan. Al Ghazali juga berpendapat bahwa pemimpin merupakan bayang-bayang Tuhan di muka bumi, sehingga tanggung jawab pemimpin tidak kepada rakyat, tetapi kepada Tuhan. Namun perlu diketahui bahwasanya hubungan antara pemimpin dan rakyat saling berkaitan seperti rakyat harus simpati dan patuh kepada pemimpin karena mereka merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara.
Perbedaan pendapat mengenai kriteria pemilih diatas merupakan masalah  yang berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat, dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan. Namun yang perlu digaris bawahi pendapat diatas mengisyaratkan adanya partisipasi rakyat.
Penyelenggaraan pemilu beserta dengan hal yang berkaitan dengannya pada dasarnya merupakan kegiatan politik. Pemilu itu sendiri tidak lain dari bagian musyawarah yang diikuti oleh orang banyak, yang diselenggarakan untuk membentuk lembaga negara dan pemerintahan, salah satunya yakni lembaga kepresidenan. Islam tidak mengatur persoalan politik dengan pola pengaturan yang rinci. Islam menyerahkan pengaturan tersebut kepada kaum muslimin melalui jalan musyawarah. Peraturan-peraturan yang dihasilkan dari musyawarah bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi, termasuk peraturan mengenai mekanisme penyelenggaran pemilu. Dengan arti lain, peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang dibuat melalui kesepakatan dalam musyawarah merupakan hukum  yang berlaku bagi masyawarakat untuk dijalankan sebagai kontrol sosial.
Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan tentang pemilu telah menetapkan kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara sebagaimana yang telah ditercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  yang berbunyi:

Pasal 198

(4) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
(5) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

(6) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.
Pasal 199

Untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 200

Dalam Pemilu, Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

 Pasal diatas ada juga warga negara yang tidak dapat menggunakan hak memilih dikarenakan kondisi tertentu seperti mereka yang memiliki gangguan jiwa.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengamati bahwa kriteria pemilih menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut sesuai dengan pandangan Fiqh Siyasah terhadap kriteria pemilih karena seperti dalam surat an-Nur ayat 59 mereka yang baligh telah dibebani suatu hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mereka yang telah berumur 17 tahun telah diperkenankan untuk menggunakan hak memilih, hak memilih ini juga dapat diartikan sebagai batasan usia yang dipebolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan hak suara mereka). Hal tersebut sama halnya dengan baligh, karena menurut Islam baligh ialah seseorang yang sudah sampai usia tertentu untuk dibebani hukum dan mampu mengetahui hukum tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa usia 17 tahun keatas dan baligh itu sama-sama sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih.
Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya al Ahkam al Sulthoniyah pada poin pertama, memiliki integritas moral yang baik yaitu sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau melakukan tindak pelanggaran, telah sesuai dengan kriteria pemilih menurut Pasal 198 Ayat 3 karena apabila seseorang tidak memiliki integritas moral yang baik seperti melakukan tindak pidana maka hak politiknya akan di cabut. Kemudian pada poin kedua, memiliki pengetahuan yang cukup sesuai dengan Pasal 198 Ayat 1 karena usia 17 tahun mereka memiliki informasi yang cukup siapa yang akan mereka pilih.
Penulis juga mengamati bahwa hal tersebut sama-sama telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebab seperti pendapat Ibnu Taimiyyah  dan al-Ghazali yang menyatakan bahwa adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam pemilihan kepala negara.  dalam pemilihan kepala negara tersebut telah sama-sama menjamin hak politik warga negara terutama hak untuk memilih.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.  Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam Pasal 198 yang berbunyi: 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.  2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. 3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Dan berdasarkan pasal tersebut maka setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria memiliki hak untuk aktif dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
2. Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara tersebut secara pokok telah sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah. Hal tersebut dapat dilihat dari 1) batasan usia minimal 17 tahun, karena di dalam Fiqh Siyasah tepatnya menurut al-Mawardi dan dalam surat an-Nur ayat 59 kriteria yang harus dimiliki  yaitu pengetahuan yang cukup mengenai kepala negara yang akan dipilih atau baligh. Usia minimal 17 tahun dan baligh sama-sama telah dibebani dan mengetahui hukum. 2) memiliki integritas moral yang baik yaitu sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau melakukan tindak pelanggaran, telah sesuai dengan kriteria pemilih menurut Pasal 198 Ayat 3 karena apabila seseorang tidak memiliki integritas moral yang baik seperti melakukan tindak pidana maka hak politiknya akan di cabut. 3) sama-sama menjamin hak politik warga negara terutama hak untuk memilih.
B. Saran
1. Undang-Undang seharusnya menjelaskan lebih detail mengenai ketentual Pasal 198 ayat (1) karena terdapat kerancuan apakah warga negara yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak
2. Kewajiban pemilih adalah memilih kepala negara  yang paling pantas dan layak. Yakni, yang dapat mewujudkan kemashlahatan umum dan menjauhkan kemudharatan.
� Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), h. 742.


� Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 198 (ayat)1


� Pusat Bahasa Departemen Nasional, Op.Cit, h.742.


� Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.370.


� Ibid


� Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:  Pranadamedia, 2014), h. 4


� Pemilu Indonesia tahun 1955 (masa Orde Lama), pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 (masa Orde Baru), pemilu tahun, 1999, 2004, 2009, 2014 (masa reformasi).  


� Undang-Undang Dasar No.12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  


� Triwahyuningsih, Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonenesia, (Yogyakarta: Tri Wacana, 2003), h. 217


� Lihat UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 20017 Bab IV.


� Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1986), h. 2


� Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), h.1


� Muhammad Fu’ad Abdul Baqi , Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 535


� Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulsthaniyyah, penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta:  Darul Falah, 2006), h. 4.


� Ranny Kautun, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Bandung:  Taruna Grafika,  2000), h. 38


� Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1


� Kartini Kartono, Pengantar Teknologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 28


� Susiadi, Metodologi Penelitian, LP2M IAIN RADEN INTAN, h. 75


� Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991), h. 14





� Amirudin dan Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka,  2006), h. 107


� Sugiono, Memahami Pengertian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2009), h. 92


� Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta,  Balai Pustaka,  2003), h. 1135


� Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, Al Quran dan Terjemahnya, (Madinah Mujamma’ Khadim al-haromain, 1412 H), h. 744.


� Yahya Ismail, Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah, Penerjemah Andi Suherman (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), h. 31.


� Mumtaz Ahmad, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Penerjemah Ena Hadi ( Bandung, Mizan, 1993), h. 81.


� Ibnu Khaldun, Muqqadimah, Penerjemah Ahamdie Thoha (Jakarta, Pustaka Firadaus, 2000), h. 299.


�  Muhammad bin Abdul Wahhab, Mukhtasar Sirah Rasul, Penerjemah Hawin Murtadlo, (Solo, Al Qowam, 2003), h. 144


�  Ibid.


� Mahdi Rizqullah, “Baitul Aqabah yang Pertama”. (On Line) tersedia Di � HYPERLINK "https://almanhaj.or.id/2414-baiatul-aqabah-yang-pertama.html" �https://almanhaj.or.id/2414-baiatul-aqabah-yang-pertama.html� (Di Akses 08 Agustus 2018)


� Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, penerjemah Agus Suwandi (Jakarta, Ummul Qura, 2011), h. 280.


� Sutriani, “Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara”.  Jurnal Sulesana, Vol. 6 No.2 (Juli 2018), h. 151.


� Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:  Pranadamedia, 2014), h. 45


� Samsul Munir Amir, Sejarah Peradaban Islam,(Jakarta: Amzah, 2014), h. 92


�  Muhammad Bin Abdul Wahhab, Op.Cit, h. 316


� Ahmad al Usairy, Sejarah Islam: Sejak Nabi Adam Hingga Abad XX, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h.156


� Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet. Ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), h.24


� Ibid, h. 25.


� Ibid 


� Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, (Bandung: Mizan, 1987), h. 155 


� Muhammad Jabir, “Dinasti Bani Umayyah di Suriah”. Jurnal Ensiklopedia Islam, Vol. III No. 3.pdf (September 2007). h. 271-280.


� Chatibul Umam, Abidin Nawawi, Sejarah Kebudayaan Islam Mts, Karya Toha Putra, (Semarang: Menara Kudus, 1995), h.57


� Ajib Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 53.


� Munawir Sjadzali, Op.Cit, h. 224


� Ibid, h. 223





� Ibid, h. 223


� Ahmad Sadzali, Pengangkatan Kepala Negara (Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), h. 15-17


� Ibid, h. 19.


� Lukman Arake, “Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah”, Jurnal Ahkam , Vol. XV, No 1  (Januari 2015) h. 53


� Ibid, h. 57


� Ibid


� “Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam” (On-line), tersedia di https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/12/m8jlui-dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4. (10 Agustus 2018)


� Al-Mawardi, Op.Cit, h. 14


� Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Penerjemah Satria Efendi (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 197.


 	�  Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Penerjemah  Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 272.


�  Zuhraini, “Kontribusi Nomorkrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014) h. 176


�  Sutisna, Op.Cit, h. 99


� Al-Mawardi, Op. Cit. h. 4


�  Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), h.30.


�  Ibid, h. 34.


� Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 1.


� Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22 E Ayat 1 dan 2.


� Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 168, tentang Pemilu


� Moh. Mahfud MD. Demokrasi dan Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.195


� Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 124


� Moh. Mahfud MD, Op.Cit, h. 219


� Ibid, h. 241


� Herianti, “Pemerintahan Islam dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 2 (Tahun 2017), h. 161


� Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, Pasal 45


� Moh. Mahfud Md, Op.Cit, h. 197


�Agung Budiono,”Orde Baru Suharto:Pembangunan Indonesia di Bawah  Pemerintah Otoriter”  artikel di akses pada tanggal 11 Oktober 2018  dari https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/orde-baru-suharto/item180?


� Abdul Bari Azed, “Pilpres di Era Transisi Tahun 1999”, artikel di akses pada tanggal 17 oktober 2018 dari http://www.jambiekspres.co.id/read/2017/02/12/18609/pilpres-di-era-transisi-tahun-1999


� Sutisna, Op.Cit, h. 297


� Indarja, Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No. 1  (Januari 2018) h. 68


� Ibid. h. 69


�  Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A, Amandemen IV.


�  Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7, Amandemen I.


 	�  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


� Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya, (Jakarta: Penabur Ilmu), h. 24.


� Sutisna, Op.Cit, h. 228


�  Muhammad Fu’ad Abdul Baqi , Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 535





